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SISTEM KEPEMILUAN

Wacana Pilkada melalui DPRD Menuai Penolakan

JAKARTA, KOMPAS = Di tengah
Revisi Undang-Undang P'emilu
telah resmi masuk Program Le
sk Nasional Prioritas 2026
dan akan dibahas di Komisi 11
DPR, sejumbsh partar besar
kembali mewacanakan pemi-
lihan  kepala  daerah  lewal
DPRD. Wagana itu pun mem:
peroleh penolakan dan Parta)
Demuokrasi Indonesia erjuang
an (PDI-P), partai pemenang
Pemilu 2024, serta kal a
I politik dan hukum
ra

Wacana  vang - mendukung
pilkada lewat DPRD itu, di an
taranya, disuarakan olch Partai
Gerindra, Partai Kebangk
Ime (PKR), Partai

nolak melainkan juga parta ke-

cil. seperti Partal Buruh,
Kalangan ahli politik dan hu-

Jum tata negars Juga menolak

teks koordinasi kabinet. Na-
mun, 1 lidak menyangkal bah-
wat hal terscbut dibuairakan da-
Lam konleks pembicaruan an
Larpimpinan parpol

“Kalau pemenntah, va, pada
dasarnya, kan, kita mendengar-
kan seluruh aspirsi dan pen-
dapat,” warnya sut ditemui di
Panghalan TN Anghatan Udara
Halim Perdunakusuma,

Wacana pilkada lewat DPRD
an oleh Sckretans Jen

Gerindm Sugiona,

mmh\hmp upaya  ataupun
rencama untuk - melaksanakan
pilkada ini oleh DPRD di ting-
kat bupati, wali kota, ataupun di
tingkat gubernur”
Gerindra heralasan,
melalui DPRD bisa lebih efisign]
mulai dari proses atau wakiu
penjaringan kandidal, mekanise
me, anggaran dan onghos po
litik, hinggn pemungutan suara
Sugiono menyebut pada 2005,
dana hibahy dari APBD untuk

Jika dilaksanakan, pilkada lewal
DI'RD berpotensi menjadi pin-
tu awal perusakn kelembagsan
demokrast yang telah dibangun
sejak era reformasi

Ketua DI'P Par
Prasetyn Hadi menyat

Gerindra

i
donesia harus berani untuk
mengihah sistem pilkada ke-
tika sistem itu memiliki hanyak
kekurangan va, onghos
politik tinggi yang berdampak
pada politik 1
“Inilah yang kemu
kajian di kami internal Partai
Gerindra, kami memang terus
terang salah satu yang meng-
usulkan atau berpendapal hah-
wa kami berkehendak untuk
mengembalikan sistem pemi-
lihan kepala daerah ity mxl-lux
mekanisme di DPRD.” ka
setyo, Senin (2971272
i va schaga Menten
Sekretaris Negara, Prasetyo ti-
dak memungkin, diskursus me-
ngenai pilkada oleh DPRD sam-
pai ke Istana. Wacana itu me-
mang tidak dibic n oleh
Presiden Prabowo Subianto de-
ngan para menteri dalam kon-

alau

pelak pilkada hampir By
7 triliun. Angka itu lerus me-
ninghat hingg pada 2024 dana
hibah dari APBD untuk pelak-
sanaan pilkada meacapar lebih
dari Kp 27 trliun

"I merupakan jumlah vang
bisa digunakan untuk hal-hal
sifatnya lebih pro

Sugiono juga menyampai-
kan, ongkos politik vang harus
dikeluarkan calon kepala da-
h juga tergolong mahal. Hal
ini kerap menjadi hambatan
hagi sosok-sosok yang kompe-
ten untuk menjadi kepala da-
erah.

Menurut Sugiona, pilkada le-
wal DPRD tidak aka
hilangkan esensi demol

bab, calon kepala dipilih I)MI
anggota legslatif yang juga di-
pilih oleh rakyal delam pemilu,

untuk mengawal
disalurkan  lewat  perw
mercka di DPRD.

Pada 23 Juli 2025, Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskan
dar juga sudah lebih duly
Jontarkan usulan agar pilkada

dilakukan melalu DPRD. Alus-
annya untuk menekan mahal-
nyn ongkos politik dan marak:
iyt prakisk wang dabam pilksda
langsung

Paca 5 Desember 2025, da-
lam peringatan Iari U l.l[l). Ta-
hun (HUT) Ke-61 Partai Golkar
Ui Istora Senayan, Jakarta, @
liran Ketua Unum Golkar Bah-
Il Lahadalia secarn terbuba
mengusulkan  pilkada  lewat
DPRD i hadapan Presiden
Prabowo
tua DPP PRB Daniel Jo
han mengungkapkan, PKB 1o
Tah mengusulkan skema itu se-
belum Pilkada 2024, digelar
“Mengingat biava pitkada vang
sangat hesar dan’ mahal, <iva
rasa_peémungkinkan untuk di-
Jalankan " dan menjadi bagian
dari perbatkan sistem pemily,”
ujar Danicl.

Wakil Ketua Umum Partai
Golkar Ahmad ol Kumi
Tandjung  mefigungkapkan,
Golkar telah membentuk Lim
Kajtan politk yang bekera se
Kitar 15 tahun untuk merigy
sistem pemilu, partar politik,
hinggn pilkada Untuk pilkads,
tim kajlan mengusulkan bebe-
rapa opsi, buk yang pilksda
langsung maupun yang lewal
DPRD,

Namun, - seiring berkem
bangnya aspirasi- dan semua
Dewan Pimpman  Tacrh
(OPD) Partai Golkar provins,
Repat Pimpinan, Nasioual (Ra-
pimnas) 1 Partai Golkar' akhir
pekan lali merekomendasikan
agar pelaksanaan pilkada dila-
kukan melalui DPRI) baik un-
tuk pemilihan gubernur, bupati,
maupun wali kota, dengan se-
Jjumlah catatan.

misi 11 DPI. menj

kajian politik DIP Golkar telah
menyispkan konsep baru apa-
bila opsi pilkada meluu DPRD
dipilih, Konsep tersebut diran
cang untuk  mengakomodasi
dua prinsip sekaligus, vakni
prinsip demokrasi atau Pt'|lb.'ll

an publik serta prinsip penye-

lenggaraan pilkada yang murah,
efisien, dan bebas dani praktik

moral hazard pemilu, seperti

—

Wacana pilkada
melalui DPRD
sebagai sinyal nyata
kemunduran

demokrasi.

Yarice Bna

transaksi pohtik politk vang,
oy jual heli suam.

Meski pemililan akhir di-
lakiikan-oleh anggota. PRI,
menurut Doli, tahapan-tahapan
sehelumnya tetap dapat meli-
batkan publik--Sakah-saturva,
pemlajan-atau seleksi bakal ca-
lon dilakukan melalui tim panel
yang dapatmelibatkan akade-

secara demokratis merupakan
uopen leyal policy vang berada
dalam kewenangan pembentuk
undang-undang, yakni DPR dan
pemerintih,

Membengkokkan aspirasi
PDI-P menyatakan  sejak
awal konsisten menolak pilkada
tidak langsung, Sikap itu sudah
diambil jauh sebelum wacana
serupa kembali mengual han
i, Paddin 2004, st pembahasain
RUU Pilkada berlangsung alot,
PP berada di ba
yang mempertahankan pilkada
langsung di tengah mayoritas
fraksi. DPR yang mendorong
pilkada melalui DPRI} Kalaitu,
PSP bersama PKE dan Partai
Hanura‘memilih berdiri di sisi
pilkada langsung.
Ketua DPP PDI-PSaid Ab.
dutlah menyampaikan, Wacana
kanisme pilkads

misi, lokoh miasvarakal, dan to-

u, PAN yang se
menyatakin  masih
kini telaly mictigambil
rtua Umisii PAN
il menyatakan,
!"\.\ seluul pilkada dilaksana-
kan sécara lidak Lungsung alau
melilui DPRD.

Meski demikian, PAN meng
ajukan sejumlah catatan. Me-
nurut Vivie, semua olitik
Tapus hrqpalml seearn hulat

dani pemithhan langsung olch
rukyat menjudi pemilihan olch
DPRIVIE bisa diputuskan se
cara tengesa gesadan harus di
Kanji secara mendalun

Esenst pilkada langsung, kata
Said, terletak pada keterlibatan
langsung rakyat dalam memilih
pemimpinnya di dacrah. Jika
mekanisme ity digantikan de
ngan penuilihan oleh DPRD, ke
daulatan memilih kepala da
crih ;hphaduhkmm walgl raks
yal "Inngiml\ ini berpotensi

atar | . pilkada lewal
IIPRD tidak duadll\.m ajang
manuver- politik- dalam pem-
hahasan revist Undang-Undang
Pilkada,

Viva jugga mengingatkan agar
perubahan mekanisme pilkada
tidak memicu pro dan kontra
yang tajam dan meluas di pub-
lik. Pasalnya, setiap pembahas-
an UL Pilkada kerap
cing gelombang demor
sejumlah daerah,

Diari sisi hukum tata negara,
Viva berpandangan, UUD 1945
tidak secara chsplisit mengatur
apakab pilkada harus dilakukan
secara langsung oleh rakyat
atau melalui DPRDL Kedu
Kata Vv, sama-sama kons
tusional sepanjang dijalankan
secara demokratis. Mahkamah
Konstitusi (MK) pun telah me-
negaskan bahwa frasa dipilih

i di

aspiras rak-
yaldi daerah karend kepen-
tingan DERDdan pﬂlhﬂn!‘lh"ll
atas figur kepala dacrah bisa
saja herbeda,” ucap

Untuk mengurai persoalan
mhalnya ongkos pilkada lang-
sung, Said herpandangan, solusi
vang lebih tepat adalah mem-
benahi regulasi dan penegakan

npung In‘ra.p dike-
luhkan, tetap: pembenahan sis-
tem penegakan hukumnya G-
dak berjalan seiring

Oleh karena itu, Said men
dorong penguatan criminad jus-
tice system dalam penanganan
pelanggaran pemilu yang di-
dominasi k politk uang.
Badan Pengawas Pemilu (Ha-
waslu), menurut Said, perhu di-
perkuat, termasuk dengan ke-

wenangan penyidikan yang in-
dependen atau melibatkan Ko-
misi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sevaru Khusus dalam pe
nangaan politik vang, Sanksi
pidana, bk bagi pemben mau-
pun penerima, harus diperbe-
ral

Wakil Presiden Parta Buruh
Said Sulahudd |

cana pilkada melalui DPRID se-
bagai sinyal nyata kemunduran
demokrasi di Indonesia. Jika
dirvalissikan, langkah tersebut
berpotensi menjadi pinty awal
penusakan kelembagaan demo-
krasi yang telah dibangun sejak
era reformasi.

Yance meniky, dampak ne-

buny dal akan

Latan Suara Rakyat (GKSK) me
melalui DPRD,
i delapan
o, yakni

partai
Partai Buruh, Partai Perindo,
fartai Persatuan Pembangunan

nonjarke

ai Hanura, Partai
U ai - Kehangkitan
Nasional, i Bulan Bintang
(PII), dan Partai Berkarya.

tiga partai nonpar-
lemen yang tiduk bergabung da-
lam GRSR, yakni Partal So-
lidanitas Indonesia (PS1), Parta
Gelora, dan Partal Garuda

Mematikan partal kecil
lmu !‘nl\lii. FIsip

(PPR), P

berpandangn, jika kepala da-
crah dipilih melalui DPRD, ke
untungan Lerbesar akan dink
mati partapartal besar. Daya
tawar politik mereka, termuasuk
m berbagai bentuk insentif,
kan jauh lebih kuat. Keme
nangan merjadi lehily terakur
karena bertumpu pada peng
hitungan kursi dan terpusat
pada instruksi pimpinan par-
tai

Menurut Rakir, dampak dari
skema ity tdak
hambat  denokr
tetapi juga mem:
hidup partai-partai kecil. Tra-
fisnya, kata Bakir, kekuasaan
justru akan semakin terkons
sentrast di tangan partal besar,
tetapi dalam kondisi yang rapuh
dan tidak terembagukan.

“Purtai menjadi terpersont
fikast pada sosok tertentu, by
kan pada struktur dan idealogi,
hahkan cendernung  berwatak
kekeluargaan, bukan berhasis
kemampuan,” ujamya

Pakar hukum tata negara
Universits fjah Mada, Yan-
o Arizona, juga menyebut wa-

gatif p balian pilkada ke
DPRD sangat besar, Dari sisi

0 U akan meny
Anga negarun

daerah yang I.i}ur dari proses
pemilihan langsung oleh rak-
vat” katanya.

Terkait alasan penghematan
anggaran dan pemutusan prak-
tik politik uang, Yance menilai

angumen lersebut sasar-
an. Efisiensi, menurut Yance,
semestinya dilakukan pada be-
lanja politik dan birokrasi, se-
perts perjalanan dinas atau ra
pal-rapal penyelenggarn pemi
lu, Anggzaran yang dihemat jus-
tru perlu dialibkan untuk mem
perkuat pengawasan dan pe-
negakan hukum terhadap prak-
1k politik uang

Danpada mengubah sistem
pilkada, Yance menilai peme:
rintal arushya memperha
ki ufi angaran serta me-
nindak tegas pelaku politik
uang mclidui lembaga-lembaga
vang lelah ada
nekankan pentingnya tekanan
publik untuk menolak perubah-
an sistem yang d nya hanya
llkn}:m dalih mv'nglnhngk'm

ara rakyal dan memusatkan

Yance menambahkan, kon-
disi inlmk saat ini smlnh -
warnai  persoalan
aparatur negara, yang, dalam se-
Jumlah Kasus justru terlibat da-
lam kampanye atau mengon-
disikan calon tertentu. Situasi
terscbut, menurut Yance, akan
semakin bermasalah jika pil
Kada tidak langsung diberlaku
kan.

“Ke depan, akan sangat mu-
dah hagi pemerintah menen-
tukan siapa yang menjadi kepala
dacrah. Oleh karena itu, rakyat
perfu bersuara,” ujamya
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